
u.ernper hatikan kernampuun keuangan daerah dan mernperoleh 

:;c!·sctujt:un Dewun Perwakilan Rakyat Dacrah se suai dengun 

k crcn iuan peraturan perundang-undangan: 

b. 1.,;,hwa dalarn rangka peningkaran kesejahceruan Pegawai ~e~eri 

.-~ipil, serta gunu kelancarun pelaksanaan tugas pcmerrruahan, 

pcmbangunan dan pelayanan masyarakat di Kabuputen 

Urobogan, dipandang perlu mernberikan tambahan penghasilan 

li<:1ti:1sarkan beban kcrja, ternpat bertugas dan kondisi kcrja 

kq;~,da Pegawui Ntgeri Sipil di Lingkungan Perncriru ah 

K:.IJL1pmen Grobogan; 
c . 1,ahwa Pemberian Tarnbahan Penghasilan bagi Peg;;;wa, "iegeri 

:-:,p,I di Lingkungan Perncrintah Kabupaten GroL,,g.:.n tt:'.:ih 
u.cndupat pcrsct uj uun Dewan Pe,waki'.<l:, X:,~;\ ~,·. ,j.::.~~a.:: 

Pc:ngelolaan Keuangan Oaerah, Pernerinrah Dacrah dapat 

, uv 111 be: rikan tambahun penghasilan kepada pegawar ncgeri 

be- rdasarkan per tirnbangan yang obyektif deng,an 

.;· ,,,,111l,111g · a. buhwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

N<Hflur 13 Tab un 2006 sebagaimana telah diubah beberupa kali 

.crukhir dcngan Peraruran Menteri Dalam Negcn Nonior 21 

·1'ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri 

Dulam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman 

BUPA1'1 GROBOGAN, 

DJ.::NGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

i'L·.'MBl!:l<IA:'! ·r;\Ml.3AHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SJ?lL 
1)1 LINGKUNGAN P15MERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI CROBOGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

BUPATI CROl30GAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

----·-- - 



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 385); 
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik lndonesai Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norncr 4-4381; 

ten tang 1999 Tahun 28 Nomor 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undang 

Kabupaten Grobogan melalui Kqrutusan Dew'an Pu aak? - ~ 
Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188/46 Tahun 2016 
tanggal 12 Nopember 2016 tentang Persetujuan atas 

Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja bagi Pegawai 

Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupatitentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi 
Pegawa.i Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Grobogan Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 2011 trnrang Pl l • 7 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Ncpra Rcpot R 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncga»a 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Orobogan Nomor 17Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Grobogan Tahun 2016 Nomor 17); 

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 
(Serita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 341: 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan, 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, 
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi yang 

selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang 

terkait, 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2016 teatJllllll 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oacrah 
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 96}; 



8. Satu.an Kerja Pengelola ~ Dauab :,mig I j s 
SKPKD adalah perangkat Oaerah pada PcmeriDlah D ab _.. ... 
pengguna anggaran/pengguna barang yang jug;a me\akse1 7 

pengelolaan keuangan Daerah. 
9. Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat mm 

adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara urnum 

daerah. 
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tuga.s pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik Daerah. 
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

tugas BUD. 
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk rnenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
rnenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertangungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada SKPD- 



Pasal 3 
( 1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria: 

a. beban kerja; 

b. tempat bertugas; 
c. kondisi kerja; atau 

d. kelangkaan profesi 
(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

diberikan berdasarkan satu kriteria saja. 

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan: 
a. meningkatkan dedikasi kerja PNS sehingga merniliki semangat kerja 

yang tinggi; 
b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi kewajibannya; dan 
c. meningkatkan kinerja PNS atas basil kerja yang lebih baik, 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal2 

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 
20. Perencana anggaran adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk 

menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

SKPD/SKPKD. 
21. Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf yang 

ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan daerah pada 

SKPD/SKPKD. 
22. Pengurus barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional 

umum yang diserahi tugas mengurus barang daerah dalarn proses 

pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit 

kerja. 
23. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji 

dan tunjangan yang sudah diterima PNS di lingkungan Pemerintah 

Daerah secara rutin setiap bulan. 



PasalS 

(1) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban 

kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalarn 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
(2) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas 

sebagai pengelola keuangan dan/atau barang Daerah, sebagaimana 

dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Larnpiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan APBD 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

BAB Ill 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

Pasal4 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang 

dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai 

melampaui beban kerja normal, dengan komponen pemberian 

mendasarkan: 
a. tugas pokok dan fungsl dari pejabat maupun staf ; dan/atau 

b. tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau barang daerah. 

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada 

sernua PNS, kecuali yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru. 

(3) K.husus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah 

mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan 

penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 

(4) Dalam ha! PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau 

pengurus barang, Penyusun Anggaran dan/atau Pembuat Laporan 

Keuangan, dapat diberikan 2 jenis tambahan penghasilan sebagai 

pengelola keuangan. 
(5) Khusus untuk Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe B 

dan tipe C, diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, 

penyusun anggaran dan pembuat laporan keuangan SKPD. 

(6) K.husus untuk Kasubbag Keuangan pada SKPKD diberikan tunjangan 

selaku PPK SKPD, PPK SKPKD dan pembuat laporan keuangan SKPD. 



Pasal 6 
(1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, 

PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus barang SKPD, Penyusun 
Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD dan Pejabat lain 
yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
kewenangannya. 

a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, bendahara pengeluaran SKPD 
didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD: 

b. bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung 
yang dikelola; 

c. pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD; 
d. khusus SKPD Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah 

sekolah dan anggaran yang dikelola dapat menetapkan lebih dari 1 
(satu) orang pembantu bendahara gaji atau sejenisnya, dengan 
penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pada gaji yang 
dikelola bendahara; 

e. bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD 
didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan 
pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum di dalam 
Peraturan Daerah ten tang APBD Tahun berkenaan; 

f. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e bagi 
pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di dalam Peraturan 
Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterirnakan sejak 
ditetapkan dalarn penetapan Perubahan APBD dan pemberian 
tunjangan tidak berlaku surut; 

g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai 
PPKom pada SKPD; 

h. Pengurus barang SKPD, Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat 
Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada belanja langsung SKPD; 

1. Khusus untuk SKPD karena berdasarkan pertimbangan jumlah 
barang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi dan/ a tau 
rentang kendali dan pertimbangan objekrif lainnya dapat 
mengusulkan pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang 
pada Sekretariat/Badan/Dinas/Unit/Sekolah atau sejenisnya, 
dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi 
belanja langsung yang dikelola dengan batasan paling tinggi sebesar 
Rpl 75.000,00 (serarus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan 

j. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i didasarkan pada pagu belanja 
langsung yang dikelola SKPD. 



Pasal 9 
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 
memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi Rongent 
pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sa.kit Umum Daerah dr. Raden 

Soedjati Soemodihardjo Purwodadi. 
(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) menetapkan PNS 

yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja. 

BABV 
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA 

Pasal 8 
(l) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) 

menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan 

tempat bertugas. 
(2) Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, 

tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak. terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal7 
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat berrugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang 
rnelaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi 
dan daerah terpencil. 

(2) PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah 
yang merniliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap 
diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, 

(3) Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah 
terpencil atas usulan dari Kepala Dinas Pedidikan dan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Grobogan. 

BAB IV 
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS 

(2) Jumlah PNS yang diberi tugas selaku Penyusun Anggaran dan Pembuat 
Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimak.sud 
pada ayat (1) paling banyak 2 (du.a) orang. 

(3) Kepala SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu pelaksana 
teknis kegi.atan PPKD. 



Pasal 15 
(1) PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal l bulan berkenaan, 

pembayaran dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan mengacu 

pada SKPD yang baru. 
(2) Khusus PNS yang mengalami promosi jabatan dalam jabatan tertentu, 

yang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan surnpah jabatannya 
dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 
merupakan hari Jibur atau hari yang diliburkan, berhak mendapat 
tambahan penghasilan pada bulan berkenaan. 

Pasal 14 
(1) Tarnbahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada 

bulan berikutnya. 
(2) Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan 

Desember, diberikan pada bulan berkenaan. 

BAB VIJ 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan 

Januari 2017. 

Pasal 12 

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi 
sebagaimana Lampiran I Peraruran Bupati ini 

BAB VI 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESJ 

Pasal 11 
(1) Pernberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi 

Aparat Pemeriksa pada lnspektorat dan Penyuluh Pertanian pada Dinas 
Pertanian serta Dinas Petemakan dan Perikanan diberikan berdasarkan 
Keputusan Bupati. 

(2) Tambahan penghasilan bagi teknisi jaringan/programer diberikan pada 
Dinas Komunikasi dan lnformatika berdasarkan keputusan kepala 

SKPD mangacu ijazah. 

Pasal 10 

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan kondisl kerja 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 17 
(1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan dengan Surat 

Permintaan Pembayaran Langsung. 

Pasal 16 
Tarnbahan Penghasilan PNS yang mengalami mutasi keluar/masuk wilayah 
Daerah diterirnakan rnendasarkan Surat Keterangan Penghentian 
Pembayaran dan/atau Surat Pernyataan Menjalankan Togas. 

(3) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

promosi ja batan dalam jabatan tertentu, dilaksanakan setelah tanggal 1 

atau tanggal berikutnya apabila tanggaJ 1 merupakan hari libur atau 
hari yang diliburkan diberikan tambahan penghasilan pada bulan 

berikutnya. 
(4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Togas diberikan tambahan 

pcnghasilan berdasarkan beban kerja sebagai berikut: 
a. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi 

dari pejabat maupun staf sesuai dengan jabatan definitif yang 

diemban PNS berkenaan; dan 
b. untuk komponen beban kerja rnendasarkan tugas sebagai pengelola 

keuangan dan barang daerah sesuai keputusan penugasan atau 

dapat mengikutjabatan definitif yang diem ban. 
(5) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan 

tambahan penghasilan sampai batas waktu tugas belajar selesai sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 
(6) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, 

cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara lebih 
dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas 

waktu dinyatakan aktif kembali. 
(7) Dalam hal keputusan yang menetapkan tugas belajar, menjalani cuti 

besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di 
luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat 
(9), diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkeriaan tetap 
diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan. 

(8) Dalam ha! PNS meninggal dunia pada bulan berkenaan tetap diberikan 
tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dan diterimakan pada 

ahli warisnya. 
(9) Pemindahan lokasi pembayaran tambahan penghasilan harus 

mendapat rekomendasi dari SKPD yang akan ditempati. 
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BERITA DAERAH KAJJUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 3 

SUGIYANTO 

ltd 

Diundangkan di Purwodadi 
pada ianggal 27 Februari 201 7 

8EKRETARJS DAERAH 
M13UPATF:N GROBOGAJ>;, 

SRI SUMARNJ 

ttd 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 27 Februari 2017 
BUPATI GROBOGAN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 

Pcraturan Bupati ini dengan penemparannya dalam Berita Daerah 

Kabupatcn Grobogan , 

BAR VIII 

P8NUTUP 
Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal J 9 
Pcncnausahann pengelolaan Tambahan Pcnghasilan PNS dilaksanakan 

scauai derigan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 
Pembayaran 'Tambahan Penghasilan bcrdasarkan Peraturan Bupati ini 
dtbcbankan kepada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten 

Grobngan Tahun Anggaran 2017. 

{2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dirnaksuc pada 
avat I 11 paling sedikit dilampiri dengan daftar pencrimaan dan 

keput usun pejabat yang bcrwenang. I 
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SRI SUMARNI 

ltd 

BUPATI GROBOGAN, 

.Jcnis Tambnhnn Pcjabat dan Staf yang rnendapat Tunjangan Besarnya 
I P1:ngh,~silan /bulan 

3 Auditor Tingkat Ahli Muda, Pengawas 1. 750.000 
P,:rn.::rintah Muda 

4 Auditor Tingkat Ahli Madya. Pengawas 2.000.000 
Pemerintah Madva 

' 5 Auditor Tingkat Ahli Utama 2.500.000 

b Tambahan . Tekriisi ,Jaringan i Programer 750.000 
I 'enghueilan bngi 
Teknisi .Janngan 
dun Programer Puda 
Dina$ Komunikasd 
dan lntormauka 

' .Turnbahn» i Pcnyuruh Pcrtanian Ahli 1.250.000 
F'(.:ngha!itlan b~lg; 
Penyuluh Pertanian 2 Pcnyuluh Pertaniun Ter arnpil 750.000 
pada Dinus 
Pcrtanian dan Oinas 
Peternakan dan 
1>c:·ikantn1 



,J (' r, is T am bah an Pejabat dun Stuf yang mendapat Tunjangan Besurnya 
Perighaailan /bulan 

I 
1 

l. Tumbahun Sekretaris Daerah 10.000.000 
Penghasllan 

2 
Asisten Sekda , ln spektur. Kcpala Sadan. 6 000.000 Bcrdasarkan Beban Sekrcturis DPRD 

J'\crj;:1 3 Staf Ahli Bupati 6.000.000 
4 Kepala Dinas Tipe A 4.500.000 
5 l{<:pala Dinas Tipe B -l.000 000 

Bagi SKPD 6 Kepala Dinas Tipe C, Direkrur RSUD 3 500.000 
(Berdasarkan 7 Kabag di Sekreturiut Dacrah. Kabag di 2.500.000 
Tupoksi] Sekretarint DPRD. Sekretaris lnspektorat dan 

lnspektur Pernbantu , Carnat, sckrctens ct; 
Bad an 

8 Sekretaris Dinas , Kabid di Badan, Wakil 2.250.000 I 

Dircktur RSUD 
9 Kepula Bidung di Dinas, Kabag di RSUD Dr.R. 2. OOu. 00:..:. 

Socdiati 
10 Sekreraris Kecarnatan l .?OC.00(, 
l I Eselon IV a !Sl<PD) 1.200.000·1 

12 Escton IV a (UP'!'. KEC'1 900.000 
13 Eselon IV b (Sl,PD. Kasubag UP'l'I 700.000 . 
14 Stuf CPNS Pan ?NS Go!. III dan IV 500.000 
15 Stuf CPNS Dan PNS Ool I dan lI 450.000 

i 
:1. T .srn b~·~h;.:111 Tenaga Pendidik di daerah yang memiliki 450.000 

Pengh asilan ungkat ke su Ii Lan tinggi dan duerah terpencil 
Bcrdasarkan Tcmpar 
Bertugas 2 Tenaga Medis di daerah yang memiliki tingkat -150 000 

kesuhran tinggi dan daeruh ierpencil 

3. Tambahau Pcrugas romgcn di Rurnuh Saldi Ornurn Dacrab 750.000 
Penghusilan Dr. Raden Soedjati Purwodadi 
flcrdn,mrkan Rcsiko 2 Petugas rontgcn di Dinas Kcschatan 750.000 
J\1~fJEI 

·~. Turnbahan 
Pengbasilan 
Berdasarkan 
Kelangkaan Protesi 
«.Tarnbahan Auditor Tingkat Trampil Pelaksana 1.250.000 

P(:11 gh usilan A parat 2 Auditor Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan, 1.500.000 
Pcmcrik sa Pada Auditor Tingkut Terampil Penyetia, Auditor 
Jnspektorat Tingkat Ah!i Pertuma. Pcnguwas Pemerintuh 

Perramu ·---- 

8£$,\R.,\:'J TA:.lBAHAN PENGHASILAN PEGA\VAI NEGERI SIPlL TAMUN ANGGAR!\N 2017 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI GROBOOAN 
NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENT ANO 
PEMBEK!AN TAMBAHAN PENOHASILA:'I BAGI 
PEGAWAJ Nl::OE::RI SIPIL DI LINCKUNOAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN GROOOGAN TAHUN 
:>.'.'-GGARA:'I 2017 
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